
 

 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa : 

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan 

terhadap pelaku tindak pidana pada perkara putusan Nomor 

925/Pid.Sus/2020/PN Btm, Setiap putusan Pengadilan mulai 

Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi sampai pada Mahkamah Agung 

tidak luput dengan pertimbangan-pertimbangan hakim, tidak saja 

karena menjadi syarat suatu putusan sebagaimana ketentuan Undang-

Undang tetapi juga untuk memberikan dasar kemantapan di dalam 

menjatuhkan putusan. Analisa dari kasus tersebut hakim hanya 

mengacu pada teori pemidanaan yang bersifat relatif yaitu pidana 

bukan dijatuhkan “quia peccatum est” (agar orang lain jangan 

melakukan kejahatan), melainkan “ne peccetur” (pembalas kejahatan). 

Pada kasus ini menurut penulis, hakim dapat menjatuhkan sanksi 

pidana lebih berat dengan menjatuhkan sanksi penjara ataupun denda 

karena hal tersebut telah diatur oleh Undang-undang tersebut, sehingga 

tujuan pemidanaan tercapai dengan baik sebagai pembalasan (absolut) 

maupun sebagai efek jera (relative). 

2. Penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana Cyber bullying dalam 

putusan nomor 925/Pid.Sus/2020/PN Btm tidak sesuai dengan 

peraturan perundang-undangan. Berdasarkan surat dakwaan, 

keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan alat bukti yang 



 

 

dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, maka terdakwa dinyatakan 

bersalah melakukan tindak pidana Cyber bullying yang jenisnya 

penghinaan dan pencemaran nama baik (denigration) Perbuatan 

terdakwa ini diatur dalam Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik 

Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi 

dan Transaksi elektronik Jo Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 

Transaksi Elektronik. 

B. Saran 

Adapun saran-saran yang dapat penulis berikan terhadap penelitian ini 

adalah sebagai berikut : 

1. Sebaiknya hakim lebih mempertimbangkan dengan pertimbangan-

pertimbangan yang akan memberi efek bagi pelaku maupun untuk 

masyarakat luas. Jika dilihat pertimbangan yang ada pada putusan 

belum sesuai dengan aturan atauran yang berlaku ataupun membuat 

masyarakat jadi jera. 

2. Seharusnya hakim dalam menjatuhkan putusan pemidanaan terhadap 

terdakwa sebaiknya disesuaikan dengan peraturan perundang-

undangan dan tujuan pemidanaan, meskipun sebenarnya banyak faktor 

yang mempengaruhi dari pertimbangan-pertimbangan oleh hakim, 

namun hal tersebut kurang tepat menurut penulis. Jika kita melihat dari 

aturan perundang-undangan yang memberi ancaman yang berat 

terhadap pelaku tindak pidana Cyber bullying yang jenisnya 



 

 

penghinaan dan/atau pencemaran nama baik (denigration) tidak sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan, karena dampak dari perbuatan 

tersebut sangat besar bagi masyarakat. 

 


